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BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

Surabaya, Kamis (2 Mei 2024) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini secara seremonial menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk
Tahun 2023. Anggota V BPK RI Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA. menyerahkan
LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD
Provinsi Jawa Timur. LHP atas LKPD ini diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada penyerahan LHP kali ini, turut serta mendampingi Auditor Utama
Keuangan Negara V, Dr. Slamet Kurniawan, dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, CFrA, CSFA. BPK
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan suatu hal atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP

Sembilan kali berturut-turut sejak Tahun 2015.

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada: (a) kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan; (b) efektivitas sistem pengendalian intern; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan (d). kecukupan pengungkapan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan,
kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada
adanya potensi dan indikasi kerugian negara, hal ini harus diungkap dalam LHP BPK dan jika nilainya memenuhi
batas materialitas tertentu dapat mempengaruhi opini terhadap LK secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang
diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran”
laporan keuangan bukan merupakan ‘jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud
dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian

kalangan mengenai makna Opini BPK.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK
juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, BPK masih menemukan kelemahan
pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023. Permasalahan

tersebut antara lain sebagai berikut:

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
WA Pengaduan Masyarakat: 0811 3229 9000

Layanan Permintaan Informasi: jatim-ppid.bpk.go.id

Twitter: @bpkrijatim

Email:humas.jatim@bpk.go.id
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1. Penerapan dan Pengaturan Kebijakan Akuntansi Pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa
Timur Tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Terdapat Kesalahan Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada
Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pengendalian atas Pertanggungjawaban Belanja Hibah Belum Cukup Memadai Dalam Rangka Memitigasi
Risiko Penyalahgunaan; dan
4. Pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Belum Sesuai Ketentuan.
Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan
jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK
mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK tahun sebelumnya. Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
Tahun 2005 s.d. 2023 (per Semester Il 2023), Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti 1.534
rekomendasi dari 1.869 rekomendasi atau 82,24% dari keseluruhan rekomendasi periode Tahun 2005-2023 dan
terdapat 3 rekomendasi (0,16%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan demikian masih terdapat

53 rekomendasi (17,76%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan. DPRD secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan terus berupaya
memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi

hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
WA Pengaduan Masyarakat: 0811 3229 9000

Layanan Permintaan Informasi: jatim-ppid.bpk.go.id

Twitter: @bpkrijatim

Email:humas.jatim@bpk.go.id



